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ABSTRAK 

Melly Amelia Putri, (2022) : Pelaksanaan Tugas Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam 

Mewujudkan Aspirasi Masyarakat 

Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Nomor 9 tahun 

2018 tentang Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis  

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur 

penyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih secara demokratis. Disebut Badan 

‘Permusyawaratan’ Desa dikarenakan memiliki peran penting dalam upaya 

meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kebersamaan antara 

masyarakat Desa dengan unsur pemerintahan Desa. Fenomena yang terlihat 

bahwa masyarakat Desa Deluk tidak mengetahui bagaimana cara menyampaikan 

aspirasi dan sebagian lain ada yang menyampaikan namun tak kunjung mendapat 

respon dari BPD Deluk. 

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, maka dilakukan penelitian 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawaraan Desa 

Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan apa yang menjadi faktor 

penghambat pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan dari 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang 

melakukan identifikasi hukum dan meneliti bagaimana efektivitas suatu hukum 

yang berlaku di masyarakat. Adapun populasi dan sampel yang diteliti adalah 

Ketua BPD Deluk, Anggota BPD Deluk, dan masyarakat Desa. Oleh karena itu 

pengambilan sampel masyarakat dilakukan teknik purposive sampling yaitu 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ciri-ciri tertentu. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan 

Desa Deluk dalam mewujudkan aspirasi masyarakat belum maksimal dalam 

pelaksanaannya seperti: (i) BPD tidak melakukan kunjungan ke masyarakat; 

(ii)Belum maksimalnya menampung aspirasi masyarakat; (iii) belum 

maksimalnya mengelola aspirasi karena tidak ada buku data aspirasi masyarakat; 

(iv) Belum maksimalnya menyalurkan aspirasi masyarakat.  Adapun faktor 

penghambat terlaksananya tugas Badan Permusyawaratan Desa Deluk ialah 

karena: (i) kurangnya koordinasi antara BPD dan Kepala Desa; (ii) BPD kurang 

memahami tahapan penyerapan aspirasi masyarakat; (iii) masyarakat kurang 

mengetahui pentingnya menyampaikan aspirasi; (iv) pemahaman bahwa 

masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi tidak merata 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang 

dicantumkan secara tegas di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 

1945. Dalam negara hukum, hukum itu sendiri dijadikan sebagai aturan 

yang mesti dilaksanakan demi mencapai cita-cita bersama. Baik 

pemerintah sebagai penyelenggara negara hingga masyarakat diharuskan 

mematuhi aturan hukum agar terwujud kehidupan yang tertib, adil, dan 

sejahtera. 

Konsepsi mengenai negara hukum tak terlepas dari adanya 

penyelenggaraan  negara. Mengutip pernyataan Plato dalam karya tulisnya 

Nomoi, dikemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang 

berdasarkan pengaturan (hukum) yang baik.
1
 Pengaturan hukum juga 

hendaknya mengatur pengorganisasian negara melalui lembaga negara 

yang sistematis dan terorganisir. Sehingga proses penyelenggaraan negara 

dapat berjalan dengan semestinya. 

Penyelenggaraan negara dijalankan oleh lembaga pemerintahan, 

baik pemerintah pusat ataupun daerah. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 diatur 

mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

                                                             
1
 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016, cet. ke-

11) h. 2 
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Provinsi, daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, 

dan tiap-tiap Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintahan. Pemerintahan 

tersebut kemudian disebut sebagai pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

berwenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas-

asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Otonomi yang dimaksud adalah pelaksanaan otonomi seluas-

luasnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kecuali urusan 

pemerintahan yang diatur langsung oleh undang-undang sebagai 

kewenangan pemerintah pusat. Otonomi seluas-luasnya tidak kemudian 

mengubah prinsip negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan. 

Sebab daerah tidak memiliki kedaulatan penuh atas pemerintahannya. 

Daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur 

dan mengurus daerahnya sendiri sesuai kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat selama tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional.
2
 

Pemerintahan daerah memberikan perubahan kearah peningkatan 

kesejahteraan tertuju pada masyarakat melalui pelayanan yang baik dan 

menuntut kinerja pemerintahan yang maksimal, secara langsung, dan 

adanya transparansi.
3
 Hal ini dilakukan setelah adanya otonomi daerah 

yang menyebabkan para pemerintah daerah dituntut untuk lebih 

memperhatikan daerah ataupun masyarakat terpencil dengan melakukan 

                                                             
2
 Yudi Suparyanto, Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI (Klaten: Cempaka Putih, 

2018) h. 47-48 
3
 Kajian Akademik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dari https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-92.pdf, diakses pada 28 

Mei 2021 

https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-92.pdf
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peningkatan kesejahteraan di bidang pertanian atau pendidikan terlebih di 

Desa.  

Desa merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Republik Indonesia.
4
 Tujuan dibentuknya desa ialah agar dapat 

mempercepat kesejahteraan masyarakat. 

Penyelenggaraan pemerintahan Desa berakar dari kerajaan-

kerajaan dan persekutuan republik yang mana jauh sebelum kemerdekaan 

sudah ada eksistensinya. Hal ini berdasarkan pengakuan Van Vollenhoven 

yang dituangkan kedalam bukunya Staatsrecht overze pada tahun 1996. 

Vollenhoven menulis bahwa sejak pertama kali kapal dengan bendera 

Belanda memasuki perairan Nusantara, disana terdapat banyak lembaga-

lembaga meliputi pemerintahan terhadap desa-desa, suku-suku, 

persekutuan republik dan kerajaan-kerajaan.
5
  

Pada awal kemerdekaan keberadaan Desa dan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa sudah diakui keberadaannya.
6
 Sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara 

Indonesia terbagi atas daerah-daerah. Daerah-daerah itu mempunyai 

                                                             
4
 Amin Suprihatini, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 

2007) h. 18 
5
 Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h.144 

6
 Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di 

Indonesia, (Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 2, No.2) h. 9-13 
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susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang 

bersifat istimewa. Kemudian pada era Orde Baru dibentuklah Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada era ini 

terdapat lembaga tempat menyalurkan pendapat masyarakat yang disebut 

dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Kemudian pada era reformasi 

berkembanglah pelaksanaan otonomi daerah ketika desentralisasi dan 

demokrasi digaungkan sedemikian rupa, menyusul lahirnya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

menegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, 

melainkan menjadi daerah yang bersifat mandiri.
7
 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memaparkan 

bahwa lembaga kemasyarakatan Desa mendampingi Pemerintah Desa 

untuk mewujudkan good governance dengan cara self-governing 

community yaitu sebuah komunitas yang mengurus urusannya sendiri, 

sehingga pembangunan dan pemberdayaan Desa dilakukan oleh dan untuk 

Desa.
8
 Hubungan antarlembaga di Desa berbentuk kemitraan bukan lagi 

konfrontatif. Pemerintahan Desa memiliki jaringan yang dikelola meliputi 

Pemerintah Desa, lembaga swasta, dan kelompok masyarakat. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud dari 

penyelenggaraan pemerintah desa di daerah otonom. Sebagai salah satu 

unsur dari penyelenggaraan desa, BPD melaksanakan pemerintahan 

demokratis  yang melibatkan masyarakat di desa. BPD adalah lembaga 

                                                             
7
 Ibid, h. 13 

8
 Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2017) h.30-31 
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yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis
9
 

Hadirnya BPD sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Sebab BPD mengimbangi Kepala Desa dan saling bekerja sama 

sebagai penyalur aspirasi masyarakat. BPD bekerja sebagai lembaga 

legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa 

lainnya bekerja sebagai lembaga eksekutif. Pembentukan BPD pun dipilih 

secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah 

perwakilan yang terdiri dari perwakilan anggota masyarakat di desa 

tersebut. Badan Permusyawaratan Desa hadir untuk memberikan fungsi 

kontrol yang kuat kepada Kepala Desa dan sebagai lembaga legislatif di 

tingkat Desa.
10

 

Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menggali aspirasi masyarakat; 

b. Menampung aspirasi masyarakat; 

c. Mengelola aspirasi masyarakat; 

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat; 

e. Menyelenggarakan musyawarah BPD; 

                                                             
9
 Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa 
10

 Risman Guntoro dan Abdul Mutholib, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran 

Kabupaten Pangandaran (Jurnal Moderat: Vol. 1, No.1, 2015) h.67 
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f. Menyelenggarakan musyawarah Desa; 

Pasal diatas merupakan landasan bagi BPD untuk melaksanakan 

tugasnya. Tugas-tugas tersebut tentu bertujuan untuk mewujudkan 

demokrasi yang ada di desa. Sebagian besar tugas BPD adalah untuk ikut 

melibatkan masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat yang dapat 

membantu mencapai kemakmuran bersama. Kerjasama yang baik antara 

BPD serta lembaga desa lainnya bersama Kepala Desa dalam menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat menciptakan harmonisasi untuk 

mencapai pemerintahan yang baik di desa. 

BPD dalam tugasnya untuk menggali, menampung, mengelola dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat di desa sebagaimana yang diuraikan 

diatas, ternyata tidak sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya, 

sebagaimana di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 

Fakta yang terlihat di lapangan bahwa BPD Desa Deluk masih belum 

melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa 

khususnya dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.
11

 Sampai saat ini 

masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara 

menyampaikan aspirasi mereka kepada BPD. Di sisi lain ada masyarakat 

yang sudah melaporkan permasalahan berupa turah beton yang pecah 

kemudian disampaikan  kepada BPD, namun tidak kunjung ada 

pergerakan atau respon dari BPD dan Pemerintah Desa.
12

 Sehingga tugas 

                                                             
11

Hasil Wawancara dengan Fatimah, Masyarakat  Desa Deluk Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis pada 21 Februari 2021 
12

Hasil Wawancara dengan Bapak Jepri, masyarakat Desa Deluk Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis pada 21 Februari 2021  



7 
 

 
 

BPD dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat belum terlaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. Hal ini tentu menimbulkan masalah, sehingga 

membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian lebih mendalam 

dengan judul “PELAKSANAAN TUGAS BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN 

ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2018 

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA 

DELUK KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS” 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk 

lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu 

memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembatasan dalam 

karya ilmiah ini difokuskan kepada pelaksanaan tugas Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis dalam mewujudkan aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 

2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas Badan 

Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan 

Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deluk 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 

2) Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap pelaksanaan 

tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan 

aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis. 

b. Penelitian ini bermanfaat sebagai: 
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1) Manfaat teoritis yaitu penelitian diharapkan dapat membantu 

memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah, minimal memperkaya dan menambah 

hasil-hasil penelitian di bidang hukum tata negara. 

2) Manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat diharapkan menjadi 

bahan masukan bagi Badan Permusyawaratan Desa di Desa 

Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam 

mewujudkan aspirasi masyarakat. 

3) Manfaat akademis yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini diharapkan menjadi 

bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis 

yang ingin meneliti hal yang sama. 

E. Metode Penelitian 

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode 

dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan 

kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk 

memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk 

menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah 

dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu 

proses pengumpulan dan analis data yang dilakukan secara ilmiah, baik 
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bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-

eksperimental, interaktif maupun non interaktif.
13

 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian 

adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara 

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode 

ilmiah.
14

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 

identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam 

masyarakat.
15

 Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian 

yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, 

keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran 

suatu gejala lain dalam masyarakat.
16

 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan 

di Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi 

tersebut sebagai lokasi penelitian ialah karena adanya fenomena dalam 

pelaksanaan tugas yang ada pada Badan Permusyawaratan Desa 

                                                             
13

 Jonaedi Efendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2018) h.2 
14

 Ibid, h. 3 
15

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:Rajawali Pers, 1982) h. 51 
16

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010) h.25 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. 

Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi 

dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-

kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Sampel 

adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.
17

 

Populasi dalam penelitian adalah Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa sebanyak 1 orang, Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa sebanyak 4 orang, Masyarakat Desa Deluk 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun teknik pengambilan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

diperkirakan memiliki sangkut paut dengan sifat-sifat populasi yang 

ada.
18

 Ciri-ciri sampel yang akan penulis ambil adalah setiap unsur 

masyarakat yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

oleh BPD maupun yang pernah terlibat langsung dalam Musyawarah 

Desa. 

 

                                                             
17

 Ibid, h. 119 
18

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2016, Cet. 

Ke-15) h. 116 
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Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 

Ketua Badan 

Permusyawaratan 

Desa Deluk 

1 1 100% 

2 

Anggota Badan 

Permusyawaratan 

Desa Deluk 

4 4 100% 

3 
Masyarakat Desa 

Deluk 
1415 42 3% 

Sumber: Data Olahan 2021 

4. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan 

respoden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam 

bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluaan penelitian 

yang dimaksud. 

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 

bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:
19

 

a. Data Primer 

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil 

penelitian  di lapangan baik dengan wawancara, observasi, dan 

                                                             
19

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112. 



13 
 

 
 

angket guna memperoleh data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.
20

 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, 

makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.
21

 Adapun 

data sekunder terbagi lagi menjadi tiga: 

1) Bahan hukum primer 

Yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas yang 

kuat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan 

resmi, dan putusan hakim.
22

 Dalam penelitian ini bahan 

hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa 

2) Bahan hukum sekunder 

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi. Seperti buku-buku 

teks yang membicarakan permasalahan hukum; skripsi, 

tesis, dan disertasi hukum; jurnal-jurnal hukum; atau 

komentar-komentar atas putusan hakim.
23

 

                                                             
20

 Ibid 
21

 Ibid 
22

 Ibid, h. 47 
23

 Ibid, h. 54 
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3) Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan hukum yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, jurnal, atau surat kabar dan sebagainya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki
24

 langsung 

ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan 

sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. 

b. Wawancara, adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dengan mendengarkan langsung informasi-

informasi yang diperlukan kepada dua orang atau lebih secara tatap 

muka.
25

 

c. Angket, yaitu suatu daftar berisikan rangkaian pertanyaan mengenai 

suatu masalah atau bidang yang akan di teliti. Untuk memperoleh 

data, angket disebarkan kepada responden.
26

 

d. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-

buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan 

diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat 

melengkapi data dalam penelitian. 

6. Sifat dan Pendekatan Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Analitis. Sifat 

penelitian Deskriptif Analitis merupakan penelitian yang menggunakan 

                                                             
24

 Op.Cit, Cholid Narbuko, Abu Achmadi, h. 70 
25

 Ibid, h. 83 
26

 Ibid, h.76 
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peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan teori-teori 

hukum. Teori-teori hukum tersebut menjadi objek penelitian, begitu 

pula dengan pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan 

dengan objek penelitian.
27

 Sedangkan pendekatan yang penulis lakukan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum yaitu 

penelitian yang membahas pengoperasian hukum didalam masyarakat.
28

 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data 

menjadi sekumpulan informasi sehingga dapat dipahami dan berguna 

untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Teknik analisis data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis 

kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun 

secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta 

menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-

hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
29

  

                                                             
27

 Ibid, Zainuddin Ali, h. 31 
28

 Ibid 
29

Op Cit, Soerjono Soekanto, h. 252. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Deluk 

1. Sejarah Desa Deluk 

Sejarah dalam penamaan suatu tempat atau suatu daerah 

merupakan upaya untuk menjelaskan asal-usul nama suatu tempat 

atau suatu daerah. Lazimnya nama suatu daerah muncul 

berdasarkan fenomena alam, suatu peristiwa, atau hal-hal istimewa 

yang pernah terjadi di masa lampau. Pada zaman penjajahan 

Belanda, wilayah Deluk menjadi tempat peperangan antara pejuang 

nusantara dengan para penjajah. Pada suatu ketika ada hal yang tak 

biasa terjadi. Saat penjajah Belanda menjatuhkan bom yang sangat 

besar di wilayah pantai Deluk, ternyata tidak ada suara ledakan 

yang seharusnya terdengar keras. Sehingga masyarakat setempat 

banyak yang delok-delok (melihat-lihat) ke arah bom tersebut 

dijatuhkan untuk mengetahui apa yang terjadi. Atas dasar itulah 

wilayah tersebut dinamakan Deluk.
30

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 506 

tentang Penunjukan Jabatan Kepala Desa Deluk Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis, maka secara resmi Deluk terbentuk menjadi 

Desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan 

                                                             
30

 Profil Desa Deluk 2020 
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Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Desa Deluk Kecamatan Bantan. 

2. Kondisi Geografis Desa Deluk 

Secara geografis, Desa Deluk adalah salah satu Desa di 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang mempunyai luas 

wilayah 1598,4 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa 

peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, 

pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan 

yang diperuntukkan, untuk perumahan kurang lebih sekitar 70-80 

Ha, untuk fasilitas jalan sekitas 41 Km, untuk pemakaman umum 

0,5 Ha, sedangkan lahan untuk aktifitas pertanian sekitar 45 Ha, 

untuk hutan mangrove sekitar 30 Ha, untuk wilayah pasang surut 

sekitar 200 Ha, untuk fasilitas umum sekitar 5 Ha. 

Dilihat dari topografi, wilayah Desa Deluk terdiri dari: 

a. Tipologi: 

Tipologi Desa adalah kondisi spesifik keunggulan 

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan 

potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana 

dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan 

masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan 

komparatif dan kompetitif dari setiap desa.
31

 Adapun 

secara tipologi, Desa Deluk merupakan Desa 

                                                             
31

 Pasal 1 butir 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan 
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kepulauan, Desa pantai/pesisir, dan Desa perbatasan 

dengan negara lain. 

b. Iklim 

Iklim merupakan kondisi cuaca yang kemudian disusun 

dan dihitung dalam bentuk rata-rata kondisi cuaca 

dalam kurun waktu tertentu yang relatif lama. Adapun 

iklim di Desa Deluk adalah sebagai berikut: 

1) Curah hujan  : 2000-3000 Mm 

2) Jumlah bulan hujan : 5 bulan 

3) Suhu harian  : 23C – 30C 

4) Bentang Wilayah : Datar 

Dilihat dari administrasi, Desa Deluk terletak di wilayah: 

a. Batas Desa: 

1) Sebelah Utara  : Selat Malaka 

2) Sebelah Timur  : Desa Selat Baru 

3) Sebelah Selatan : Desa Bantan Tua 

4) Sebelah Barat  : Desa Jangkang 

b. Orbitrasi: 

1) Berada di Ibu Kota Kecamatan 

2) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 15 Km 

3) Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan adalah 10 

Menit 

4) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten adalah 20 Km 
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5) Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 20 

Menit 

B. Gambaran Umum Kependudukan Desa Deluk 

1. Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, data statistik 

penduduk dapat menjadi penentu arah kebijakan kegiatan Desa. 

Adapun struktur penduduk pada wilayah Desa Deluk sebagai berikut: 

Tabel II.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 758 

2 Perempuan 657 

 
Jumlah 1415 

Sumber: Profil Desa Deluk 2020 

Tabel II.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

No Kelompok Umur (Thn) Jumlah 

1 0-4 113 

2 5-9 137 

3 10-14 124 

4 15-19 113 

5 20-24 122 

6 25-29 119 
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7 30-34 138 

8 35-39 106 

9 40-44 98 

10 45-49 110 

11 50-54 69 

12 55-59 51 

13 60-64 49 

14 65-69 34 

15 70-74 14 

16 >75 18 

 
Jumlah 1415 

Sumber: Profil Desa Deluk 2020 

 

 

2. Kependudukan Berdasarkan Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian masyarakat Desa Deluk secara umum 

diidentifikasikan ke dalam beberapa bidang seperti Petani, Buruh 

Harian Lepas, Wiraswasta, Nelayan, Buruh Tani, Buruh Nelayan, 

PNS/POLRI/Guru, Karyawan Swasta, Karyawan Honorer, Pedagang, 

Buruh Bangunan/Tukang, Mekanik, Konstruksi. 

Tabel II.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani/Pekebun 116 

2 Buruh Harian Lepas 77 
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3 Wiraswasta 85 

4 Mengurus Rumah Tangga 329 

5 Nelayan/Perikanan 74 

6 Perdagangan 2 

7 Karyawan Swasta 8 

8 PNS 4 

9 Guru 9 

10 Karyawan Honorer 6 

11 Buruh Tani 11 

12 Mekanik 1 

13 Buruh Nelayan 3 

14 Konstruksi 0 

15 Lain-lain 690 

 
Jumlah 1415 

Sumber: Profil Desa Deluk 2020 

3. Kependudukan Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan menjadi hal penting dalam memajukan tingkat 

kesejahteraan umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. 

Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mendongkrak kecakapan SDM. 

Sebab pendidikan biasanya dapat mempertajam pola pikir individu 

dan berefek pada mudah menerima dan mencerna informasi. 

 

Tabel II.4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
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No Pendidikan Laki-laki Perempuan 

1 Tidak/Belum Sekolah 98 104 

2 Belum/Tidak Tamat Sekolah 100 67 

3 SD/Sederajat 220 195 

4 SLTP/Sederajat 119 89 

5 SLTA/Sederajat 185 163 

6 Diploma I / II 6 - 

7 Diploma III 11 12 

8 Diploma IV/ S1 19 26 

9 S2 0 1 

 
Jumlah 758 657 

Sumber: Profil Desa Deluk 2020 

 

C. Gambaran Umum Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Deluk 

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang termasuk 

kedalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
32

 Adapun 

pemerintahan dan kelembagaan yang ada di Desa Deluk adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Desa Deluk 

Pemerintah Desa Deluk terdiri atas Kepala Desa dibantu oleh 

Perangkat Desa. Berikut struktur Pemerintah Desa serta 

Perangkat Desa:  

                                                             
32

 Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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Tabel II.5 

Nama-Nama Pemerintah dan Perangkat Desa Deluk 

No Nama Jabatan 

1 Azman, S.Ag Kepala Desa 

2 Nanang Gunawan, A.Md Sekrrtaris Desa 

3 Sayed Murdianto Kasi Pemerintahan 

4 Azmi Kasi Kesejahteraan 

5 Upik Sugiarti, ST Kaur Keuangan 

6 Sari Elzawati 
Kaur Perencanaan Tata 

Usaha Dan Umum 

7 Susila, SE, Sy Staf 

8 Mariam Marlina, A.Md Staf 

9 Nurul Atika, A.Md.Kom Staf 

10 Nur Amaliah, S.Pd.I Staf 

11 Adam Fauzi Staf 

12 Nurhafiza, SE Staf 

13 Nelly Agus Tantiana, S.Akun Staf 

14 Tuti Alawia, S.Km Staf 

15 Fitria Staf 

16 Rohaya Staf 

17 Saliza Staf 

18 Arian Hidayat, S.Sos Staf 

 Sumber: Profil Desa Deluk 2020 
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2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Deluk 

Anggota BPD Deluk dipilih dari masyarakat Desa Deluk 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan 

perempuan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis 

Nomor 346/KPTS/IX/2020 berikut adalah struktur dan nama 

anggota BPD Deluk periode 2020-2026: 

Tabel II.6 

Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Desa Deluk 

 

No Nama Jabatan 

1 Afrizal, S.Pd Ketua BPD 

2 Azuar Wakil Ketua BPD 

3 Nur’aisyah, S.Sos Sekretaris BPD 

4 Nazwir, S.Pd.I 
Ketua Urusan 

Pemerintahan 

5 Edi Darmawan 
Ketua Urusan 

Pembangunan 
Sumber: Profil Desa Deluk 2020 

 

3. Lembaga non Perangkat Desa 

b. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) 

Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran adalah lembaga 

non perangkat Desa di bidang keagamaan yang fugsinya 

untuk mengoordinasi pengembangan tilawatil quran di 

Desa. LPTQ Deluk terdiri atas ketua, wakil ketua, 
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bendaharas/sekretaris, Pembina fahmil, Pembina khotil 

quran, Pembina tilawah, serta Pembina syarhil tilawah.
33

 

 

c. Karang Taruna 

Karang Taruna merupakan organisasi pengembangan 

masyarakat yang dijadikan wadah bagi masyarakat untuk 

berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab dari, 

oleh, dan untuk kesejahteraan sosial masyarakat. 

Kepengurusan Karang Taruna terdiri atas ketua, sekretaris, 

bendahara, serta anggota yang berjumlah 11 (sebelas) 

orang.
34

 

 

d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Deluk 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah 

lembaga yang mempunyai tugas menyusun rencana 

pembangunan yang menggerakkan swadaya gotong royong 

masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan 

pembangunan. LPMD Deluk terdiri atas ketua, wakil, 

bendahara/sekretaris, bidang pemerintahan, bidang 

kesejahteraan sosial, bidang keagamaan, serta bidang 

kepemudaan dan olahraga.
35

 

 

                                                             
33

 Profil Desa Deluk 2020 
34

 Ibid 
35

 Ibid 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Tugas 

1. Tinjauan Pelaksanaan 

Pelaksanaan mempunyai beberapa istilah lain seperti 

implementation, performance, application, dan law enforcement.  

Pada dasarnya pelaksanaan merupakan suatu kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan pemerintah
36

 yang 

berbentuk peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan ini 

merupakan proses yang panjang dan meluas agar tercapai 

penerapannya kepada masyarakat. 

Dalam pelaksanaan kebijakan, penting untuk memperhatikan 

faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan terlaksananya suatu 

kebijakan. adapun faktor-fakor tercapainya keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan adalah: 

a. Persetujuan, dukungan, dan kepercayaan masyarakat. Tiga 

hal ini menimbulkan partisipasi masyarakat yang benar-benar 

diperlukan untuk pelaksanaan peraturan secara keseluruhan. 

b. Isi dan tujuan peraturan terlebih dahulu harus dimengerti 

secara jelas. Pelaksana peraturan harus mampu melakukan 

interpretasi terhadap peraturan yang tepat sehingga  

                                                             
36

 Suratman, dkk, Hukum dan Kebijakan Publik (Bandung: Refika Aditama, 2019) h. 219 
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c. mempunyai persepsi seperti yang dikehendaki oleh pembuat 

peraturan. 

d. Pelaksana peraturan harus memiliki cukup informasi 

mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai 

peraturan itu. 

e. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. Hal ini 

mencakup pengorganisasian antara koordinasi yang baik serta 

pengawasan yang efektif. 

f. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam 

pelaksanaan peraturan. 

g. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang 

memadai dalam pelaksanaan kebijaksanaan 

Adapun sebaliknya, dalam pelaksanaan kebijakan terdapat 

kemungkinan tidak membuahkan hasil atau tidak sepenuhnya 

terlaksana, maka faktor-faktor yang dapat menyebabkan pelaksanaan 

peraturan gagal terlaksana karena antara lain: 

a. Teori yang menjadi dasar peraturan tersebut tidak tepat. 

Maka kemudian harus dilakukan reformulasi terhadap 

peraturan tersebut. 

b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif. 

c. Sarana itu mungkin idak atau kurang dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 
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d. Isi dari peraturan tersebut samar-samar. Ketidakjelasan 

kebijaksanaan (peraturan) dalam perundang-undangan adalah 

sebab utama kegagalan pelaksanaannya. 

e. Ketidakpastian faktor intern dan/atau extern 

f. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak 

lubang atau celah 

g. Dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan masalah 

teknis 

h. Kurang tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, 

dan sumber daya manusia)   

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, 

maka diperlukan langkah yang tepat dan terstruktur. Ada tiga langkah 

pokok untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu
37

: 

a. Interpretation 

Interpretation diartikan sebagai usaha dalam memahami apa 

yang dimaksud oleh pembuat kebijakan dan memahami 

dengan benar tujuan yang harus diwujudkan dan harus 

direalisasikan. Pelaksanaan kebijakan dapat efekif apabila 

pelaksana yang bertanggung jawab  mengetahui betul apa 

yang harus dilakukan seperti yang diharapkan oleh pembuat 

kebijakan. 
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 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, Ed. 2, Cet. ke-6, 2008) h. 76 
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b. Organization 

Dalam „organization‟, sistem koordinasi dan pengendalian 

disusun untuk menjaga dan memelihara arah menuju 

tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada pelaksana-

pelaksananya, di samping ingkat partisipasi masyarakat yang 

dikenai kebijakan tersebut. 

c. Application 

Yang dimaksud langkah ketiga ini adalah penerapan segala 

keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan 

kegiatan tertentu untuk terealisasinya tujuan kebijakan itu. 

Penerapan ini dapat berbentuk programmed implementation, 

yaitu menerapkan seluruh prosedur kebijakan yang 

menghendaki adanya kejelasan, ketetapan, dan mencakup 

keseluruhan, sehingga sekali keputusan itu diambil maka 

semua prosedur harus dilaksanakan oleh seluruh badan-badan 

pemerintah terkait. Adapun bentuk kedua yaitu adaptive 

implementation, yaitu penerapan yang memperhatikan 

keberhasilan dari tiap-tiap tahap kegiatan. Penerapan ini 

memungkinkan adanya perubahan, perincian, dan peninjauan 

kembali, sehingga terjadi adanya interaksi terbuka antara 

kebijakan dengan susunan badan-badan pemerintah yang 

bersangkutan. 
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Aspek-aspek yang berpengaruh kuat dalam pelaksanaan 

kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana atau 

disposisi, serta kewenangan/struktur birokrasi. Berikut keempat aspek 

yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan
38

: 

a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan aktivitas untuk menginterpretasikan 

ide/gagasan yang dimaksudkan oleh pembicara kepada orang 

lain melalui sistem yang lazim dimengerti seperti sinyal-

sinyal, symbol, maupun perilaku. Komunikasi menjadi salah 

satu aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Jika 

komunikasi berjalan baik maka akan menimbulkan dampak 

yang baik dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan 

komunikasi yang buruk menimbulkan dampak yang buruk 

bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakannya. 

b. Sumberdaya 

Sumberdaya yang dimaksud adalah manusia, materi, dan 

metoda. Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara jelas 

dna konsisten dan ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya 

yang mumpuni. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan 

yang telah dibuat hanya menjadi dokumen secara formalitas 

saja dan tidak dapat memecahkan solusi dari permasalahan 

yang ada di masyarakat. 

                                                             
38
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c. Disposisi atau Sikap Pelaksana 

Disposisi adalah sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh 

pelaksana kebijakan berupa komitmen, disiplin, kejujuran, 

kecerdasan, dan sifat yang demokratis. Kebijakan akan 

terlaksana dengan baik apabila pelaksana kebijakan memiliki 

disposisi yang baik. Sedangkan apabila disposisi tidak sejalan 

dengan maksud dari arah kebijakan maka pelaksanaan 

kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien. 

d. Kewenangan/Struktur Birokrasi 

Kewenangan adalah otoritas pelaksana kebijakann dalam 

melaksanakan kebijakan politik. Kewenangan dalam hal ini 

berkaitan dengan struktur birokrasi yang yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan sesuai strata/posisi 

kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. 

2. Tinjauan Tugas 

Menurut Dale Yoder, “the term task is frequently used to 

describe one portion or element in a job” artinya adalah tugas 

digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur didalam 

suatu jabatan.
39

 Sedangkan menurut Stone, “a task is a specific work 

activity carried out to achieve a specific purpose” yang artinya tugas 

merupakan suatu aktivitas pekerjaan khusus yang dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan yang spesifik. 
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Berdasarkan definisi yang tertera diatas, dapat dimaksudkan 

suatu jabatan tertentu memiliki aktivitas yang harus dilakukan untuk 

mengembangkan jabatan tertentu. Tugas merupakan suatu aktivitas 

yang menggabungkan suatu unsur atau bagian sehingga menjadi suatu 

kegiatan yang lengkap dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

dari jabatan tersebut. 

B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

  Menurut Pasal 1 Butir 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis. BPD memfasilitasi penyelenggaraan 

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain dalam upaya 

meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa. Kemudian hasil dari 

Musyawarah Desa dituangkan dalam keputusan untuk dijadikan dasar oleh 

BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Desa yang 

sifatnya strategis. 

Kedudukan BPD adalah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Desa. BPD dan pemerintah Desa bekerja sama dalam 

menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi yang berbeda dan saling 

melengkapi satu sama lain. Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan 
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kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan BPD 

fungsinya menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa
40

 

Anggota BPD terdiri dari wakil penduduk Desa bersangkutan yang 

dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat. Adapun yang disebut wakil 

penduduk Desa adalah seperti ketua Rukun Warga (RW), pemanggu adat 

setempat, dan tokoh masyarakat. Adapun jumlah anggota BPD dalam 

ketentuannya terhitung gasal, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan 

paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditetapkan sesuai 

dengan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa bersangkutan.
41

 

Kelembagaan BPD terdiri atas dua yaitu
42

: 

1. Pimpinan, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1(satu) orang 

wakil ketua, dan 1(satu) orang sekretaris. 

2. Bidang, yang terdiri atas bidang penyelenggaraan 

pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan, dan 

bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 

Desa. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, BPD memiliki fungsi 

sebagai berikut
43

: 

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD juga 
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memiliki fungsi legislasi dan memiliki kedudukan yang sejajar 

dengan Kepala Desa agar penyelenggaraan pemerintahan di 

Desa menjadi seimbang. 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD 

memiliki wewenang untuk menjadi wadah politik bagi 

masyarakat agar dapat menyampaikan ide atau gagasannya 

secara terbuka dengan tujuan aspirasi yang disampaikan 

masyarakat dapat terealisasi dan dikelola dengan baik demi 

kemajuan Desa. 

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. UU Desa 

menyatakan kedudukan BPD dan Kepala Desa sejajar dan 

Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada BPD, begitupun 

sebaliknya. Akan tetapi kinerja Kepala Desa dipantau oleh 

BPD dalam rangka terciptanya good governance 

(kepemerintahan yang baik) 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, tugas BPD adalah 

sebagai berikut
 44

: 

a. Menggali aspirasi masyarakat 

Penggalian aspirasi termasuk kedalam agenda kerja BPD yang 

dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Proses 

penggalian aspirasi masyarakat dilakukan dengan kegiatan 

langsung bersama kelembagaan dan masyarakat Desa setempat. 
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Terdapat panduan kegiatan yang minimal berisi maksud, 

tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan agar lebih terarah 

dan tepat sasaran. Kemudian hasil penggalian aspirasi tersebut 

akan dimuat dan disampaikan dalam musyawarah BPD.
45

 

b. Menampung aspirasi masyarakat 

Setelah proses penggalian aspirasi masyarakat dilakukan, maka 

seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung, di 

administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.
46

 

c. Mengelola aspirasi masyarakat 

Pengelolaan aspirasi masyarakat dilakukan melalui 

pengadministrasian yang dilakukan oleh anggota BPD sesuai 

bidangnya, yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat 

Desa. Kemudian dilakukan perumusan dengan cara 

menganalisa aspirasi masyarakat yang ada untuk disampaikan 

kepada kepala Desa. Hal ini dilakukan demi terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menghasilkan 

kesejahteraan masyarakat Desa.
47

 

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat 

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam ketentuannya dilakukan 

dalam bentuk lisan dan/atau tulisan. Dalam bentuk lisan yang 
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dimaksud seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD 

kepada Kepala Desa yang ikut serta dalam musyawarah BPD.
48

 

e. Menyelenggarakan musyawarah BPD 

Musyawarah BPD adalah musyawarah yang diselenggarakan 

oleh BPD untuk menghasilkan keputusan BPD yang sifatnya 

strategis seperti membahas dan menyepakati rancangan 

peraturan Desa, evaluasi laporan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, 

serta usulan mengenai pemberhentian anggota BPD.
49

 

f. Menyelenggarakan musyawarah Desa 

Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan 

oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Dalam 

pelaksanaannya musyawarah Desa dihadiri oleh BPD, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa yang dapat 

memudahkan jalannya musyawarah Desa untuk membahas hal-

hal yang sifatnya strategis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Desa. 

g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa 

Pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan BPD yang 

terdiri atas Perangkat Desa serta unsur masyarakat. jumlah 

anggota panitia dapat disesuaikan dengan anggaran biaya dan 

tugas yang dibebankan. Panitia pemilihan Kepala Desa 
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bertanggungjawab kepada BPD serta dinyatakan bertugas dan 

diberhentikan dengan keputusan BPD.
50

 

h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan 

Kepala Desa antarwaktu; 

Penyelenggaraan musyawaraha khusus ini dilakukan untuk 

mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia 

berikutnya yang dipilih dan disahkan menjadi calon Kepala 

Desa terpilih. Forum musyawarah Desa khusus akan 

menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada panitia yang 

kemudian disampaikan kepada BPD. setelah itu BPD akan 

menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil 

pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.
51

 

i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa 

BPD bekerja sama dengan Kepala Desa bertugas untuk 

membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. 

Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh BPD dan/atau 

Kepala Desa. Pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam 

notulen musyawarah.
52

 

j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 

                                                             
50

 Buku Panduan BPD oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018, dari 

http://www.idrap.or.id/docs/buku/Buku-Panduan-BPD-2018.pdf  diakses pada 03 Juni 2021, h. 28 
51

 Ibid, hal. 29 
52

 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, Pasal 80 Ayat (1) sampai (5) 



38 
 

 

Pengawasan yang dilakukan BPD adalah berupa monitoring 

dan evaluasi, yaitu melakukan identifikasi kinerja Kepala Desa 

dan membandingkan antara realisasi masukan (input), keluaran 

(output), dan hasil (outcome) terhadap kinerja Kepala Desa. 

Hasil dari pengawasan tersebut menjadi bagian dari laporan 

kinerja BPD.
53

 

k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Evaluasi laporan keterangan penyelenggaran Pemerintahan 

Desa yang dilakukan oleh BPD berupa evaluasi atas kinerja 

Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Untuk menilai 

capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). BPS 

dalam menjalankan tugasnya mengevaluasi kinerja Kepala 

Desa harus berpegang pada prinsip demokratis, responsif, 

tranparansi, akuntabilitas dan objektif.
54

 

l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan 

Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya 

Upaya dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis 

dengan Pemerintah Desa maupun lembaga Desa lainnya dapat 

dilakukan BPD dengan mengusulkan kepada Kepala Desa 
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untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan 

Desa (FKAKD) yang tugasnya untuk menyelesaikan 

permasalahan aktual yang ada di Desa.
55

 

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

BPD memiliki hak untuk berbuat sebagaimana ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan yaitu
56

: 

1. Mengawasi Pemerintah Desa dan meminta keterangan 

mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa 

2. Menyampaikan pendapat berdasarkan kepurusan BPD atas 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk juga 

didalamnya pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa 

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD berhak 

mendapatkan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) 

Sebagai sebuah lembaga yang diberikan hak, BPD juga memiliki 

kewajiban yang harus dipenuhi yaitu
57

: 

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 

NKRI 
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2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan 

pribadi, kelompok, dan/atau golongan 

4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 

Desa 

5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 

lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya 

6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan 

kestabilan penyelenggaran Pemerintahan Desa serta 

mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik   

Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD berwenang 

untuk
58

: 

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk 

mendapatkan aspirasi 

2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa 

secara lisan dan tertulis 

3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi 

kewenangannya 

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa 
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5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa kepada Pemerintah Desa 

6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 

7. Mengawal aspirasi masyarakat menjaga kewibawaan dan 

kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta 

mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik 

8. Menyusun peraturan tata tertib BPD 

9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat 

insidentil kepada Bupati melalui Camat 

10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya 

operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk 

dialokasikan dalam rancangan Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Desa (APBDes) 

11. Mengelola biaya operasional BPD 

12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar 

Kelembagaan Desa (FKAKD) kepada Kepala Desa 

13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka 

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
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Hubungan antara BPD dan Kepala Desa ialah merupakan 

hubungan kemitraan, koordinanatif, dan konsultatif
59

. Kemitraan yaitu 

BPD bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati 

peraturan Desa; koordinatif yaitu BPD memiliki hak untuk mengawasi dan 

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Kepala 

Desa; konsultatif yaitu BPD menjadi wadah untuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

C. Tinjauan Tentang Mewujudkan Aspirasi Masyarakat 

 Aspirasi merupakan suatu cita-cita atau keinginan yang ditandai 

dengan suatu usaha untuk meraih sesuatu yang dipandang lebih bernilai 

dari apa yang terjadi dalam keadaan saat ini. Aspirasi mengarahkan 

aktivitas individu untuk lebih fokus kepada tercapainya tujuan tertentu
60

 

Dalam pengertian lain, aspirasi berarti hasrat, harapan, maksud tujuan 

yang ingin diraih dan diperjuangkan seseorang.
61

 Aspirasi dapat berupa 

dua definisi, yaitu ide maupun peran struktural. Adapun dalam bentuk ide 

yang merupakan gagasan/ide verbal dari masyarakat dalam bentuk usulan 

kegiatan untuk mewujudkan pembangunan. Aspirasi juga dapat berupa 

peran struktural,
62

 dimana membutuhkan keterlibatan langsung dalam 
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suatu kegiatan. Berdasarkan sifatnya, aspirasi dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu
63

: 

1. Aspirasi Positif 

Aspirasi positif merupakan keinginan atau harapan yang datang 

dari masyarakat untuk meraih sesuatu. Orang yang memiliki 

aspirasi positif ialah mereka yang menginginkan sesuatu yang 

lebih baik dan lebih tinggi dari keadaan saa ini. Aspirasi positif 

menitikberatkan kepada keinginan untuk mencapai sesuatu yang 

belum tercapai sehingga bertujuan mencapai keadaan yang lebih 

baik. 

2. Aspirasi Negatif 

Aspirasi negatif adalah keinginan untuk mempertahankan apa 

yang sudah dicapai saat ini, sehingga tidak ada keinginan untuk 

meningkatkan apa yang sudah tercapai. Hal ini menitikberatkan 

kepada mempertahankan keadaan yang sudah ada dan tidak 

menuntut perubahan. 

Berdasarkan tujuannya, aspirasi masyarakat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu
64

: 

1. Aspirasi Langsung 

Aspirasi langsung merupakan keinginan atau cita-cita yang ingin 

dicapai seseorang pada waktu dekat atau dalam jangka waktu 
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 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan (Jakarta:Erlangga, 2010)  h.265 
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pendek. Hal ini menitikberatkan kepada waktu tercapainya tujuan 

disampaikannya aspirasi tersebut yaitu dalam jangka waktu dekat. 

2. Aspirasi Jauh 

Aspirasi jauh merupakan keinginan atau cita-cita yang ingin 

disampaikan oleh seseorang dengan tujuan yang ingin dicapai 

dalam jangka waktu panjang. Hal ini menitikberatkan kepada 

waktu tercapainya tujuan yaitu untuk masa yang akan datang. 

Dalam menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat, ada beberapa metode yang efektif dan dapat 

diterapkan oleh BPD diantaranya ialah
65

: 

1. Menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) melibatkan 

peserta yang terdiri dari anggota BPD, Pemerintah Desa, serta 

perwakilan dari masing-masing kelompok masyarakat yang 

ada di Desa tersebut. Musdes merupakan forum resmi dimana 

masyarakat dapat mengeluarkan aspirasi kepada Pemerintah 

Desa melalui BPD. 

2. Menyediakan Rumah Aspirasi untuk memudahkan 

masyarakat Desa dalam mengutarakan aspirasi mereka. 

Rumah aspirasi dapat berupa balai desa atau ruang serbaguna 

tempat masyarakat Desa biasanya berkumpul untuk 

musyawarah, atau jika memungkinkan dapat dilakukan di 

kantor BPD. 
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3. Interaksi secara langsung dengan masyarakat Desa.  Anggota 

BPD merupakan lembaga yang diwakili oleh masyarakat 

Desa, sehingga dapat dipasikan telah mengenal karakter 

masyarakat dan seluk beluk Desa tersebut. Lembaga BPD 

harus dapat mengakomodir seluruh aspirasi dari masyarakat. 

oleh karena itu interaksi secara langsung dengan masyarakat 

Desa sangat diperlukan. 

D. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa adalah pengaturan lanjutan dari Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 

Desa yang tertera dalam Pasal 73. Peraturan Daerah ini dibuat untuk 

mengoptimalkan lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan, anggotanya terdiri atas wakil dari 

penduduk Desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

perempuan dan ditetapkan secara demokratis. 

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdasarkan asas-asas 

pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan asas pengaturan Desa yang 

dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib 

kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas 
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dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dengan 

mengoptimalkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki 

hubungan kemitraan dengan pemerintah Desa. 

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan yang lebih terperinci 

mengenai: (1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa; (2) Tata cara 

pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dapat dipilih 

dengan dua cara yaitu secara langsung atau melalui musyawarah 

perwakilan;  (3) Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa pada 

saat pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota Badan 

Permusyawaratan Desa; (4) Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa; 

(5) Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa; (6) Hak, kewajiban 

dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa. 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga Desa yang 

keanggotaannya dipilih dari masyarakat Desa yang bersangkutan 

berdasarkan keterwakilan wilayah maupun keterwakilan wanita, 

memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan Desa salah 

satunya dengan bertugas mewujudkan aspirasi dari masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan mengatur tugas BPD dari segi 

mewujudkan aspirasi masyarakat yang terbagi atas 4 (empat) tahapan 

yaitu: menggali; menampung; mengelola; dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa belum maksimal dalam pelaksanaan tugasnya 

dalam mewujudkan aspirasi masyarakat seperti: (i) Belum 

maksimalnya penggalian aspirasi yang seharusnya melakukan 

kunjungan kepada masyarakat; (ii) Belum maksimalnya menampung 

aspirasi masyarakat; (iii) Belum maksimalnya mengelola aspirasi 

masyarakat karena tidak ada pengadministrasian pada buku data 

aspirasi masyarakat; (iv) Belum maksimalnya menyalurkan aspirasi 

masyarakat 

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas BPD Deluk dalam 

mewujudkan aspirasi masyarakat sehingga kurang optimal berasal dari 
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internal maupun eksternal. Faktor internalnya ialah: (i) Kurangnya 

koordinasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan 

Kepala Desa; (ii) Badan Permusyawaratan Desa Deluk tidak 

memahami keempat tahapan dalam menyerap aspirasi masyarakat. 

Adapun faktor eksternalnya ialah: (i) Masyarakat tidak mengetahui 

pentingnya menyampaikan aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan 

Desa; serta (ii) Pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak dalam 

menyampaikan aspirasi tidak merata. 

B. Saran 

Demi Optimalnya pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan 

Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan 

aspirasi masyarakat, penulis memiliki beberapa saran: 

1. Badan Permusyawaratan Desa Deluk Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis perlu melakukan pendekatan secara 

personal kepada masyarakat untuk dapat melibatkan 

masyarakat dalam urusan Pemerintahan Desa. Sebagai 

lembaga yang menjembatani aspirasi masyarakat agar sampai 

kepada Pemerintah Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa 

Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis memiliki 

peran penting untuk memahami kondisi sosial yang ada di 

tengah-tengah masyarakat sehingga membentuk kepercayaan 

masyarakat terhadap instansi pemerintahan khususnya 

lembaga/instansi pemerintahan Desa. 



63 
 

 

2. Elemen Pemerintah Desa yakni Kepala Desa dan Perangkat 

Desa hendaknya melakukan koordinasi dengan Badan 

Permusyawaratan Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis mengenai hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan 

apa saja ruang lingkup yang menjadi kewenangan masing-

masing instansi/lembaga pemerintahan. Peraturan perundang-

undangan menyebutkan hubungan kemitraan antara Kepala 

Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Deluk Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis agar terjalin hubungan yang 

saling bekerja sama dan bahu-membahu demi tercapainya 

kesejahteraan masyarakat. Penyediaan sarana prasarana dan 

kemudahan mengakses informasi sangat diperlukan agar 

masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum 

yang merata. 

3. Masyarakat yang memberikan andil paling berpengaruh untuk 

terlaksananya tugas Badan Permusyawaratan Desa Deluk 

Kecamatan Bantan Kabupaten Begkalis, diharapkan dapat 

mengambil peran dalam sistem ketatanegaraan di tingkat Desa 

dengan menjadi penyampai aspirasi yang baik. Pemahaman 

akan hukum menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat 

Desa agar fungsi dan tugas instansi/lembaga pemerintahan di 

Desa terlaksana dengan optimal. Peran aktif dan partisipasi 
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masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yakni 

kesejahteraan masyarakat Desa. 
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I. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

A. Angket ini semata-mata untuk penelitian ilmiah dan tidak akan 

merugikan status, harkat dan martabat anda. 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini sesuai dengan 

keadaan anda dengan memberi tanda silang (x) pada kolom yang 

tersedia. 

C. Jawaban anda dijamin kerahasiannya. 

D. Terimakasih atas partisipasi anda, semoga bermanfaat. 

 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Umur   :  

Pekerjaan   : 

 



III. PERTANYAAN-PERTANYAAN 

  

  

No Pertanyaan 
Jawaban 

Sudah Belum 

1 Apakah BPD sudah melakukan penggalian 

aspirasi dengan melakukan kunjungan ke 

masyarakat? 

  

2 Apakah BPD Deluk sudah menyalurkan 

aspirasi kepada Pemerintah Desa? 

  

3 Apakah BPD Deluk sudah menyelenggarakan 

musyawarah Desa secara rutin? 

  

4 Apakah masyarakat sudah memahami 

pentingnya menyampaikan aspirasi kepada 

BPD? 

  

5 Apakah masyarakat sadar memiliki hak 

menyampaikan aspirasi kepada BPD? 
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I. NARASUMBER 

Wawancara ini diperuntukkan kepada: 

A. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Deluk Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis 

B. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Deluk Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis 

 

II. PERTANYAAN-PERTANYAAN 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah Bapak/Ibu mengetahui tahapan penyerapan 

aspirasi masyarakat yang menjadi tugas BPD? 

 

2 
Apa yang dilakukan BPD Deluk dalam menyerap aspirasi 

masyarakat? 

 



 

3 
Bagaimana teknis pelaksanaan menyerap aspirasi 

masyarakat yang dilakukan oleh BPD Deluk? 

 

4 
Apakah BPD Deluk pernah mengadakan musyawarah 

dengan melibatkan masyarakat? 

 

5 
Apa kendala yang BPD Deluk sering ditemukan pada saat 

proses menyerap aspirasi masyarakat? 
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